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Skripsi ini membahas mengena pengaturan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan kewenangan
gubernur dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
adalah dasar pengel olaan keuangan Daerah dalam masa 1 tahun. Penulisan skripsi ini dibuat untuk
menjawab beberapa permasalahan di antaranya mengenai: (1) kewenangan Gubernur dalam penetapan
Anggaran Pendapatan Belanja Dagerah; (2) produk hukum penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
jika ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan (3) kekuatan hukum peraturan gubernur dalam

pel aksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Tujuan umum dari penelitian ini ialah untuk mengetahui
kewenangan Gubernur dalam penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah perihal Rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah ditolak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penulisan skripsi ini menggunakan
metode penelitian yuridis normatif, yang berarti bahwa Penulis melakukan analisa terhadap permasalahan
tersebut dengan menggunakan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai
literatur seperti buku, jurnal, tesis, dan kamus sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata,
Penulis menyimpulkan bahwa Gubernur memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah jikaterjadi penolakan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditolak
Dewan Perwakilan Rakyat Dagerah.
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This thesis discribes the regulation of regional revenues and expenditures budget and governor authority in
determining of regional revenues and expenditures budget. Regional revenues and expenditures budget is
the basis of regional budget management for one year. This thesiswriting is made in order to answer: (1)
governor?s authority in determining regional revenues and expenditures budget; (2) legal product of
determination of regional revenues and expenditures budget if it is refuse by regional people?slegidative
council; (3) governor?s regulation power in the implementaion of regional revenues and expenditures
budget. The overall purpose of thisthesisisto understand the authotity or the power of governor about
determination of regional revenues and expenditures budget regarding the refusal of regional revenues and
expenditures budget by regional people?s legislative council. Thisthesis writing uses a research method of
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juridical normative analysis which means that The Writer conducts the analysis regarding the issues above
by using the articles in applicable laws and regulations and various literatures e.g. books, journals, thesis,
and dictionaries as the references in this thesis writing. Finally, writer concludes that a governor has the
authority to determine regional revenues and expenditures budget regarding the refusal of regiona revenues
and expenditures budget by regional people?s legislative council.



